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Pengelolaan Keuangan
Donggala Langgar Aturan

DONGGALA, MERCUSUAR - Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng dalam
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas belanja mo-
dal infrastruktur tahun anggaran 2011 dan 2012 (Per
30 November) pada Pemerintah Kabupaten (Pem-
kab) Donggala, menemukan sejumlah pelanggaran
yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

Empat temuan pemerik-
saan BPK yang telh berada
di tangan anggota DPRD Ka
bupaten (Dekab) Donggala,
tertuang dalam LHP No19/
LHP/XIX.PLU/12/2012
Tanggal 21 Desember 2012
yang diserahkan minggu lalu
di Kantor BPK RI Perwa-
kilan Sulteng di Palu. Uraian
pelanggaran terdiri dari,
pertama Kekurangan vol-
ume pekerjaan pada Dinas

Pekerjaan Umum (PU)
senilai Rp1,54 miliar lebih.
Kedua, pekerjaan tidak me-
menuhi spesifikasi sesuai
kontrak. Ketiga, kegiatan
pengambilan bahan tam-
bang mineral non logam
(golongan C) berpotensi
merusak lingkungan dan ke
empat, pembayaran tamba-
han penghasilan (TP) tidak
sesuai ketentuan sebesar
Rp109,375 juta lebih.

BPK RI melakukan eva-
luasi atau analisa data dan
informasi serta diskusi
dengan pihak terkait untuk
menilai Sistem Pengenda-
lian Intern (SPI) penye-
lenggaraan belanja infra-
struktur Pemkab Donggala,
khususnya pada Dinas PU,
Dinas Kesehatan, Dinas
Pertanian, Kantor Pelayanan
Terpadu, Kantor Perpusta-
kaan Arsip dan Dokumentasi
Daerah, Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral, dan
Badan Lingkungan Hidup
Daerah.  Pemeriksaan
dengan metode uji petik ber-
dasarkan besaran nilai dan
realisasi anggaran pada
masing-masing SKPD yang
dilksanakan selima 30 hari

kerja dari 1 Nopember
hingga 6 Desember 2012,
menunjukkan adanya bebe-
rapa kelemahan dalam ran-
cangan dan pelaksanaannya.
Ketidakefektifan tersebut
berdampak kepada masih
ditemukannya beberapa
temuan pemeriksaan pada
tahap pelaksanaan fisik pe-
kerjaan, yaitu: kekurangan
volume pekerjaan, peker-
jaan tidak sesuai spesifikasi
dan pengambilan bahan
tambang yang berpotensi
merusak ling-kungan. Selain
itu dite-mukan pula pe-
langgaran pada belanja lang-
sung pegawai, yaitu: pemba-
yaran tambahan penghasi-
lan tidak sesuai ketentuan.
Menurut BKP, kelemahan

kebijakan dan ketidak
patuhan terhadap peraturan
perundang-undangan ini,
jika tidak diperbaiki akan
berdampak kepada menu-
runnya kualitas dan kuan-
titas infrastruktur yang telah
dan akan dilaksankaan serta
membebani keuangan dae-
rah. Maka sehubungan
dengan hal itu, BPK RI me-
rekomendasikan kepada
Bupati Donggala agar
melakukan perbaikan dan
langkah tindaklanjut atas
kelemahan dan perma-
salahan diatas dalam pe-
ngendalian intern terkait
dengan pengelolan belanja
modal infrastruktur Pemkab
Donggala tahun 2011 dan
2012 (per 30 November). uip




